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ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian
Pemerintah Pusat yang Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 21 Tahun 1997 (LN Tahun 1997 No. 44, TLN No. 3688) sebagaimana telah diubah dengan UU 20
Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No. 130, TLN No. 3988), UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 126, TLN
No. 4438), UU 47 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 156, TLN No. 5075) sebagaimana telah diubah
dengan UU 2 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 69, TLN No. 5132), PP 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005
No. 137, TLN No. 4575), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu Rl 202/PMK.07/2009, Permenkeu RI
126/PMK.07/2010 (BN Tahun 2010 No. 343).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penerimaan negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dibagi dengan
imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk
Daerah. Bagian Pemerintah Pusat sebesar 20% (dua puluh persen) dibagi dengan porsi yang sama
besar untuk seluruh kabupaten dan kota. Alokasi Definitif BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang
dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2010 merupakan
koreksi atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.07/2009 tentang Alokasi Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat yang Dibagikan kepada Seluruh Kabupaten
dan Kota Tahun Anggaran 2010. Alokasi Definitif BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan
secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2010 secara keseluruhan adalah
sebesar Rp1.366.477.076.080,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh enam miliar empat ratus tujuh
puluh tujuh juta tujuh puluh enam ribu delapan puluh rupiah). Penyaluran alokasi BPHTB Bagian
Pemerintah Pusat yang dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota dilaksanakan
dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap | pada bulan April, tahap Il pada bulan Agustus, dan tahap Ill pada
bulan November tahun anggaran berjalan. Penyaluran alokasi BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang
dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 November 2010 dan diundangkan pada tanggal 29
November 2010.

- Lampiran: halaman 1-13.



